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Tesisini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUM Desa sebagai pendiri dan pemilik saham
Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang
didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provins atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam
pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesisini adalah yuridis
normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUM Desa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT
LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM ditentukan oleh keabsahan
pendirian BUMDesa itu sendiri, kewenangan bertindak penghadap yang mewakili BUMDesa ketika
membuat akta pendirian, dan bukti kepemilikan saham PT LKM oleh BUMDesa.

Saat ini terdapat PT LKM yang telah memperol eh izin usaha namun struktur kepemilikan sahamnya
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU LKM ,
karena didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provins atau Pemerintah Desa. PT LKM tersebut
diberikan jangka waktu hingga 29 Desember 2020 untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya, jika
tidak maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.
Notaris berperan penting dalam pembuatan akta pendirian PT LKM, terutama dalam menentukan keabsahan
BUMDesa sebagal pendiri dan pemegang saham PT LKM.

Hasil penelitian menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan OJK dan instans terkait terus berkoordinasi dan
menyamakan pandangan terkait keabsahan BUMDesa sebagal pendiri dan pemegang saham PT LKM. OJK
dan instans terkait lainnya perlu lebih masif melakukan sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya,
serta melibatkan notaris dalam membahas keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham PT
LKM.

...... Thisthesis explains the legitimacy of village owned enterprise BUM Desa as the founder and shareholder
of Micro Financial Institution in the form of Limited Liability Company PT LKM , legal consequences for
PT LKM that founded and its shares owned by the Province Government or Village Government, and the
role of notary on its establishment. The research method on this thesisis normative juridical. The results of
this research concludes that BUM Desa permitted to be the founder and shareholder of PT LKM. The
legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM is determined by the legitimacy of the
establishment of BUMDesa itself, authority of a person who act as a representative of BUMDesa when
making the deed of establishment of PT LKM, and proof of PT LKM shares ownership by BUMDesa.
Currently, there are PT LKM who have obtained business license but their shares ownership structure are
not in accordance with Law Number 1 of 2013 on Micro Financial Institution UU LKM , because it founded
and its shares owned by the Province Government or Village Government. In that case, PT LKM was
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granted period until 29 December 2020 to adjust its share ownership structure, otherwise it can be subject to
administrative sanction in the form of awritten warning until revocation of business license. Notary has
important roles on the establishment of PT LKM, especially on determining the legitimacy of BUMDesa as
the founder and shareholder of PT LKM.

The results of this research suggest that the Indonesia Financial Services Authority OJK and other related
institutions should coordinating and uniforming perception related to the legitimacy of BUMDesa as the
founder and shareholder of PT LKM. OJK and other related institutions need to be more massive to
socialize UU LKM and its implementing regulations, and involving notary when discussing the legitimacy
of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM



